Jurnal IImu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara p-1SSN 2085-7411
https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553 e-1SSN 2623-0380

Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat
dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan lImu Pendidikan
Kusuma Negara Jakarta

Mohammad Masthuro
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Kusuma Negara, Indonesia
mohammadmasthuro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan agar masyarakat umum dan mahasiswa non jurusan hukum
mampu memahami hukum acara pidana. Sangat penting bagi mereka mengetahui hak-
hak sebagai warga negara terutama dalam proses perkara pidana sejak perkara itu
terjadi. Salah satu tujuannya adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu dengan
menerapkan upaya penegakan hukum dalam proses persidangan secara objektif,
berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dan dengan menganggap
bahwa tersangka atau terdakwa belum terbukti bersalah sampai adanya putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
yuridis-normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, seperti: peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan dengan
memaparkan informasi dari berbagai sumber yang selanjutnya dilakukan analisis.
Pembahasan ini menggunakan peraturan perundang-undangan Pidana. Dalam Pasal
184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ayat (1) diatur tentang
bahan keterangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,
keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan lebih mudah dalam
mendapatkan keyakinan dalam menentukan suatu perbuatan pidana dan mengambil
keputusan tetapi dalam praktek disidang pengadilan keyakinan hakim tidak cukup
hanya dari apa yang diatur dalam pasal tersebut, namum bisa diperoleh pula dari
barang bukti yang dihadirkan disidang pengadilan dalam menjatuhkan putusan.
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PENDAHULUAN

Hukum pidana formal dapat dikatakan pula sebagai hukum acara pidana berisi
peraturan tentang syarat-syarat dipidananya suatu perbuatan, tentang orang yang
dapat dipidana, aturan tentang pemidanaan serta mengatur pada siapa dan
bagaimana Negara melalui aparatnya dapat menetapkan perbuatan secara pidana
(Ali, 2022; Tomalili, 2019; Siahaan, 2017; Panjaitan, 2022; Hakim, 2020; Junaedi
& Setiyono, 2019; Yudhistira & Surgana, 2016). Pidana formil yang diatur dalam
KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, meliputi pengertian seluruh
prosedur pidana formal untuk semua tingkat pemeriksaan pengadilan dari tingkat
pertama samapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Sofyan & Asis, 2017; Sofyan
dkk., 2020). Kemudian di dalam pidana formal, pada Pasal 1 terdapat beberapa
definisi dari hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra
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peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan,
penangkapan, penahanan dan lain-lain (Christian, 2018), sehingga dapat dimengerti
bahwa KUHAP memberi penjelasan dengan sangat jelas tentang tata cara beracara
di sidang pengadilan.

Perlu dipahami bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan “antara” sedangkan
tujuan akhirnya adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil
dan sejahtera, seperti juga yang menjadi tujuan seluruh bidang hukum. Penelitian
ini ditujukan agar masyarakat dan mahasiswa dapat memahami dari beracara di
sidang pengadilan yaitu mendapatkan bukti-bukti materil dari suatu peristiwa
pidana dengan menerapkan suatu ketentuan secara objektif dan tepat serta tidak
memihak kepada siapapun juga.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan
mendeskripsikan tentang azas-azas hukum pidana formal, pihak-pihak yang terlibat
dalam hukum acara pidana seperti penyidik, jaksa dan hakim dan pengacara,
penjelasan tentang penangkapan dan penahanan, penggeladahan dan penyitaan,
penuntutan dan surat dakwaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Azas-Azas Hukum Pidana Formal

Pada prinsinya bahwa peradilan cepat dimaksudkan untuk menghindari penahanan
yang lama agar segera perkaranya diajukan ke Pengadilan dan segera diadili
(Wiryawan, 2016; Christian, 2018; Christian, 2019; Hairi, 2016; Syarnubi,
Alamsyah, & Syarifuddin, 2019). Hal ini merupakan hak tersangka (Samabhati,
2017; Martono, 2020; Firdaus, 2019).

Dalam artian sederhana tidak berbelit-belit dalam proses, dan dimaksudkan agar
biaya dapat terjangkau (Sulu, 2015; Novriansyah & Putri, 2022; Purnama & Nelson,
2021). Azas yang menyatakan bahwa seseorang tidaklah dinyatakan bersalah
sampai adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
atau dengan istilah lain disebut juga azas praduka tidak bersalah (Suharyanti, 2015;
Akbar & Hendra, 2021; Dewi, Yuliartini, & Mangku, 2021). Dalam azas ini harus
dinyatkan bahwa persidangan bukanlah bagaimana menghukum seseorang tetapi
bagaimana membuktikan terhadap orang yang didakwa apakah bersalah atau tidak
sesuai dengan hukum yang berlaku (Siahaan, 2017).

Wewenang Jaksa
Wewenang untuk mendakwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dari
institusi kejaksaan, dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, jadi institusi yang memiliki
kewenangan dalam penuntutan pidana (dominus litis) (Mufrohim & Herawati,
2020; Sealtiel & Firmansyah, 2021). Selain itu penuntut umum juga berwenang
tidak melakukan penuntutan jika penuntutan itu dianggap tidak berguna/merupakan
kepentingan masyarakat (Sitinjak, 2018). Jadi azas ini memberi kewenangan pada
jaksa dalam menjalankan kewenangannya atau tidak demi kepentingan umum.
Pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam Pasal
153 ayat 3 KUHAP. Berarti pemeriksaan pengadilan saja yang terbuka untuk
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umum, sedang pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan pra peradilan tidak
terbuka untuk umum (Aprilianda dkk., 2022). Asas ini dikecualikan untuk perkara
selain perkara tersebut seperti kasus pelecehan dan pelakunya masih di bawah umur
(Saerang, Kumendong, & Koesoemo, 2022). Walaupun sidangnya tertutup namun
putusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, akibat hukum
yang terjadi bila tidak melakukan asas ini maka putusan dianggap batal demi
Hukum. Semua orang sama diperlakukan di depan Hakim tanpa ada perkecualian
(Walukow, 2013). Pada Pasal 5 ayat 1 KUHAP, prinsipnya bahwa pengadilan
dalam mengadili seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana harus
berdasarkan ketentuan yang berlaku antara orang yang satu dengan orang yang
lainnya baik berupa pangkat, jabatan atau apapun kedudukan orang itu.

Kedudukan Hakim dalam Proses Peradilan
Kedudukan Hakim dalam proses peradilan yang bersifat tetap. Untuk jabatan ini
makadiangkatlah hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara yang memiliki
kekuasaan dalam pengangkatan tersebut, jadi pengambilan putusan yang dijatuhkan
bersifat tetap dan mengikat. Kekuasaankehakiman diatur secara khusus dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 48/2009, yaitu tentang kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum (Salamor, 2018; Angga &
Arifin, 2019; Arafat, 2020). Dalam penerapan hukum bagi seseorang yang terlibat
dalam suatu tindak pidana terdapat pula ketentuan secara universal di negara-negara
yang bersifat demokrasi, maka di dalam ketentuan KUHAP diatur pada Pasal 74,
dan bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan baik ketika di
tangan penyidik, jaksa maupun pada pemeriksaan hakim di pengadilan.
Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan di dalam sidang pengadilan ketika
hakim sedang melakukan pemeriksaan secara langsung maka terdakwa terdakwa
dan para saksi, maka pemeriksaan harus dilakukan secara lisan tetapi bukan tertulis.
Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 154 dan 55 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut
dapat disimpulkan, bahwa peradilan yang cepat, secara sederhana dan dengan biaya
yang ringan dalam artian sederhana tidak berbelit-belit dalam prosesnya, ongkos
perkara yang murah yaitu agar biaya terjangkau oleh setiap orang yang menjadi
tersangka maupun terdakwa.

Azas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent)
Dengan adanya azas praduga tidak bersalah, siapapun orangnya yang disangka
melakukan tindak pidana diadili, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,
seharusnya dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap
(Suharyanti, 2015; Akbar & Hendra, 2021; Dewi, Yuliartini, & Mangku, 2021).
Kemudian dapat dipahami pula bahwa setiap pemeriksaan di sidang pengadilan
harus terbuka untuk umum atau semua orang boleh menyaksikan proses jalannya
persidangan kecuali terhadap kasus-kasus asusila dan pelakunya anak di bawah
umur (Aprilianda dkk., 2022; Saerang, Kumendong, & Koesoemo, 2022).

Pada dasarnya masyarakat umum dan mahasiswa non jurusan ilmu hukum dapat
mempelajari dan memahami siapa saja pihak-pihak yang turut serta dalam proses
beracara. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tersangka/Terdakwa dan Hak-
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Haknya KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa (Raja,
Fauzi, & Sahari, 2023; Muammar, 2022; Simanjuntak, Azed, & Gani, 2017;
Siregar, 2016). Tersangka adalah seorang yang dengan sikap dan perilakunya maka
menurut bukti-bukti permulaan yang patut diduga sebagai orang yang melakukan
tindak pidana (Kariyasa, 2021; Pade, 2017). Terdakwa adalah seseorang yang
karena perbuatannya yang diperiksa dalam sidang pengadilan (Siregar, 2016;
Malinda, 2016). Tersangka dan terdakwa diberi hak-hak yang dalam KUHAP
dijabarkan pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, yaitu hak untuk segera diperiksa,
diajukan kepengadilan, dan diadili.

Hak seorang tersangka dan atau terdakwa dalam proses pemeriksaan wajib
didampingi oleh penasehat hukum (Abdullah, 2015; Arafat, 2020). Hak untuk
menyampaikan pendapatnya pada penyidik dan hakim, hak untuk mendapat
bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, dan mendapatkan kunjungan dari
pihak rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Hak-hak
dalam KUHAP masih perlu dimasyarakatkan agar tersangka atau terdakwa
mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya, misalnya kebebasan untuk
menunjuk penasehat hukum baru dapat dinikmati oleh kalangan berada, sedangkan
bagi golongan miskin masih merupakan jaminan diatas kertas. Penuntut Umum
Dahulu baik Eropa maupun di Indonesia tidak dikenal adanya suatu lembaga
penuntut umum (Jaksa) yang tugasnya khusus untuk atas nama Negara atau
masyarakat mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik.

Pada masa itu tidak ada perbedaan antara acara perdata dan pidana, orang/pihak
yang dirugikan melakukan sendiri tuntutan pidana pada hakim. Penuntut umum
yang dikenal saat ini melalui asas konkordansi Belanda membawanya ke Indonesia
(Santoso & Ramadhan, 2022). Fungsi dan wewenang jaksa agung dan kejaksaan
diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Kindangen, 2021; Triwati, 2020; Wijaya, 2021).

Mengenai wewenangnya antara lain adalah menerima berkas perkara dan
memeriksa berkas perkara secara profesional dan objektif, juga mengadakan pra
penuntutan, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan dan lain sebagainya
(Lanongbuka, 2020; Keni, Pangkerego, & Sepang, 2021). Penyidik dan Penyelidik
pada ketentuan Pasal 1 butir 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
diberikan definisi tentang keduanya penyidik terdiri dari Polisi dan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) tertentu sedangkan penyelidik hanya polisi saja.

Penyidik

Penyidik (PNS) mempunyai syarat-syarat kepangkatan dan hanya menyidik delik-
delik yang tersebut dalam perkara khusus atau perundangan administrasi yang
bersanksi pidana. Pekerjaan sebagai penyidik bagi polisi dengan kekuasaan dan
wewenang sangat penting dan sangat sulit. Di Indonesia polisi memonopoli
penyidikan hukum pidana umum, melakukan pemeriksaan kepada tersangka untuk
membuat tindak pidana menjadi terang yang sangat singkat waktunya yang
dilakukan pada pengamatan pertama dalam suatu delik (Pangestuti, 2020).

Penasehat Hukum
Penasehat Hukum dan pelayanan bantuan hukum dalam suatu perkara pidana
sangat dibutuhkan. Adanya penasehat hukum yang dapat memberikan bantuan
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hukum dan sebagai pembela tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan baik pada
saat ditangkap, ditahan dan diadili. Penasehat hukum/pembela/advokat berpangkal
tolak sebagai pihak yang subjektif untuk memberikan bantuan hukum dalam
mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa (Faddillah, 2013; Farahwati, 2021).

Namun demikian dalam posisinya sebagai penasehat hukum, ia harus bertindak
berdasarkan kewenangan yang berdasarkan pada etika hukum, ia harus memiliki
kemampuan dalam penilaian terhadap suatu peritistiwa pidana secara objektif
terhadap keadaan dan atau barang dan alat bukti yang dihadirkan di sidang
pengadilan. Berdasarkan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUAHP diatur
mengenai tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa.

Hakim dan Kekuasaan Kehakiman
Hakim dan Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka dan bebas dari intervensi pihak lain (Adonara, 2016; Hakim, 2018).
Berhubungan dengan itu maka diadakan Undang-Undang yang menjamin tentang
kedudukan para hakim yaitu Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor
14 tahun 1970. Apa yang tertulis belum tentu benar-benar terjamin dalam
pelaksanaannya. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan hakim.
Berkaitan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipahami tentang kedudukannya
yang tidak boleh berat sebelah atau dengan kata lain tidak memihak kepada
siapapun baik kepada terdakwa, jaksa maupun pengacaranya (Kholis, 2018; Rifai,
2020). Istilah ini tidak boleh diartikan secara harfiah, namun ketika menjatuhkan
putusan harus selalu berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada siapapun
dalam hal ini bisa diartikan pula bahwa hakim tidak boleh berlaku tidak adil.
Tentang wewenang mengadili yang diberikan kepada hakim dalam sidang
pengadilan dapat dilihat ketentuannya, dalam KUHAP pada Pasal 84, 85, dan 86.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang
dapat mempelajari dan memahami tentang proses beracara terutama dalam hukum
acara pidana atau proses beracara di sidang pengadilan sehingga dapat mengetahui
tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh aparatur penegak
hukum dan hak-hak tersangka atau terdakwa serta tahu langkah-langkah apa yang
seharusnya dilakukan jika hak-hak tersangka atau terdakwa dilanggar.
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